Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan di Daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk
memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab;

. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004
tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7
Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air
Permukaan perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
















































































































































